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ABSTRAK

Dalam suatu kehidupan rumah tangga, mendambakan kelahiran anak
merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta
menjaga kelestarian harta kekayaan. Namun tujuan perkawinan tersebut terkadang
tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan, karena tidaklah sedikit dari beberapa
pasangan hidup yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sedangkan
keinginan untuk memperoleh keturunan nampaknya begitu besar, maka tidak
menutup kemungkinan diantara mereka ada yang mengangkat anak (adopsi). Akan
tetapi hingga saat ini adopsi banyak sekali menimbulkan permasalahan, salah satunya
adalah terkait dengan pembagian harta warisan apabila salah satu ataupun kedua
orang tua angkatnya meninggal, tidak sedikit kasus seperti ini yang pada akhirnya
diajukan ke pengadilan oleh para pihaknya. Salah satunya adalah putusan Nomor:
66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan putusan Nomor: 77/PDT/2002/PTY, aturan yang
menyebutkan bahwa anak angkat hanyalah berhak mewarisi harta gono-gini dari
orang tua angkatnya sering tidak diperhatikan oleh seorang anak angkat.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis.
Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan
sehingga diperoleh kesimpulan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-
Qur’an dan Hadis, kaidah Ushul Figh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis, yaitu menyelesaikan suatu
permasalahan yang timbul dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan
yang berlaku mengenai permasalahan kewarisan, khususnya kewarisan bagi anak
angkat.

Dari uraian penelitian tentang putusan Nomor: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan
putusan Nomor: 77/PDT/2002/PTY dapat disimpulkan bahwa anak angkat hanyalah
mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, harta tersebut juga belum dapat
dibagi antar ahli waris jika salah satu dari orang tua angkatnya masih hidup. Dalam
tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara termasuk urf
sahih yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan
dengan dalil syara’, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula
menggugurkan kewajiban. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan
menghindari kemadaratan manusia yang bersifat sangat luas.
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MOTTO

“Niscaya kedamaian akan selalu ada
Jika kita lebih memilih menjadi seorang

pemaaf daripada seorang yang menghakimi”

"Sepahit apapun Rehidupan yang kita jaland,

5akz£wmh bahwa skenario Allah akawn berakhir

dengan indah pada saatnya nantt”
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Cemara wmenderal sampat jauh

Terasa havi akaw jadi malam

Ada beberapa dahawn ditingkap merapuh
Dipukul angin yang terpendam

Aku sekarang orangnya bisa tahan
Sudah berapa waktu bukan kanak Lagi
Tapt dulu wmemang ada suatu bahan

Yang bukawn dasar perhitungan kRini
Hidup hanya menunda kekalahan
Tawmbah terasing dari cinta sekolah rendah
Dawn tahu, ada yawng tetap tidak terucapkan

Sebelum pada akahimga kita menyeran

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

KELUARGA YANG SELALU MENYAYANGIKU
DENGAN TULLS
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

L Konsonan Tunggal

}i:::f Nama Huruf Latin | Nama

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

(o Ba’ b be

< Ta’ t te

- Tsa $ es (dengan titik di atas)
d Jim j je

o Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha

4 Dal d de

3 Zal z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ r er

J Zai z 7 zet

Y] Sin s es
o Syin sy es dan ye
%) Sad $ es (dengan titik di bawah)
ua Dhad d de (dengan titik di bawah)

Xi



b Tha’ t te (dengan titik di bawah)
& Za’ z zet (dengan titik di bawah)
d ‘Ain ¢ koma terbalik di atas
& Gain g ge
(o Fa’ f ef
d Qaf q qi
el Kaf k ka
dJd Lam 1 ‘el
a Mim m ‘em
O Nun n ‘en
J Waw w w
° Ha h ha
' Hamzah Y apostrof
¢ Ya’ y ye
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
ania ditulis muta’addidah
e ditulis ‘iddah
1. Ta’ Marbatah di akhir kata
a.  bila dimatikan tulis 4
dasa ditulis hikmah
L ditulis jizyah




(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b.  bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan A

sl sy dal S ditulis karamah al-auliya

c. bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan
dammah ditulis ¢

Jhadll 383 ditulis zakat al-fitr

IV. Vokal Pendek

— ditulis a
— ditulis i
S ditulis u

V. Vokal Panjang

1 Fathah + alif i lis a

: ity ditulis Jjahiliyah
2 Fathah + ya’ mati ditulis .

" '_,....a ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis L

' mS ditulis karim
4 Dammah + wawu mati ditulis “

: vay b ditulis Suriid

V1. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati ditulis ai

' s ditulis bainakum
) Fathah + wawu mati ditulis au

; Jd ditulis qaul




VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
{ﬁi“ ditulis a’antum
el ditulis u'iddat
S ol ditulis la’in syakartum
VIIL Kata sandang Alif+Lam

a.  Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf al

Ol ditulis al-Qur’an

Qulgdl) ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (e/)nya

sladi ditulis as-Sama’

i ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

wagdll 93 ditulis zawi al-furid
) A ditulis ahl as-Sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan rumah tangga, mendambakan kelahiran anak
merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta
menjaga kelestarian harta kekayaan. Namun tujuan perkawinan tersebut
terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan, karena tidaklah sedikit
dari beberapa pasangan hidup yang mengalami kesulitan dalam memperoleh
keturunan, sedangkan keinginan untuk memperoleh keturunan nampaknya
begitu besar, maka tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang
mengangkat anak (adopsi).

Pengertian pengangkatan anak, ini terbagi dalam dua pengertian,
yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas, yakni pengangkatan anak
orang lain ke dalam keluarga sendiri yang menimbulkan hubungan nasab
sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak kandung sendiri
terhadap orang tua. Pengertian yang kedua, yaitu pengangkatan anak dalam arti
terbatas, disini hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang
mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.’

Akan tetapi pengangkatan anak ini bisa dibatalkan. Dalam hal
pembatalan anak angkat, suatu adopsi atas permintaan dari adoptandus (anak

yang diadopsi) bisa dibatalkan. Namun demikian, ada beberapa syarat yang

' R Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), him. 176.



harus dipenuhi, yaitu: pembatalan itu nyata-nyata adalah demi kepentingan
adoptandus, hakim yakin bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan, dan adopsi
tersebut telah berlangsung tidak kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak lebih dari
3 (tiga) tahun, terhitung sejak adoptandus mencapai usia dewasa.’

Pada masyarakat Yogyakarta umumnya pengangkatan anak yang lazim
disebut “anak angkat”, menurut kebiasaan seseorang yang mau mengangkat
anak haruslah ada persetujuan dari orang tua kandung si anak, persetujuan
dengan orang tua kandung juga harus mendapat persetujuan dari keluarganya
sendiri, dan batas umur untuk dijadikan anak angkat tidak ada. Disini ada juga
kebiasan memungut atau memelihara anak sering disebut dengan “anak
pungut.” Perbedaan memelihara anak angkat dan anak pungut ialah bahwa
anak angkat lebih kuat kedudukannya terhadap orang tua angkat dari pada anak
pungut, anak angkat ada suatu ikatan jiwa dengan orang tua angkatnya sedang
anak pungut tidak demikian.’

Pengangkatan anak kebanyakan dilakukan oleh para orang tua yang
termasuk kategori orang yang mampu dan tidak mempunyai anak kandung
sehingga mengangkat seorang anak atau mungkin sudah mempunyai anak
kandung sendiri akan tetapi juga mengangkat seorang anak karena faktor
sosial. Dengan memberikan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan sejak dari

Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum

2 ). Satrio, Hukum Keluarga Temtang Kedudukan Anak Dalam  Undang-Undang
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), him. 291.

? Mahkamah Agung Rl, Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2007, him. 33.



bahkan mungkin hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Dalam pengasuhannya
si anak juga dikhitankan bahkan sampai dinikahkan.

Agama Islam membolehkan, bahwa seseorang memungut dan
mengangkat anak, asal saja nasab anak tersebut tidak dihilangkan. Semua
ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anak kandung, tidak boleh diberlakukan
bagi anak angkat. Pengangkatan anak lebih dititikberatkan kepada rasa
kemanusiaan yakni perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut.*

Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

3 - \% LPL'\” L;L;'I Ld& uL};‘ {.:J"_,...

Kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga tentu tidak boleh
disamakan dengan anak kandung, baik itu menyangkut masalah perwalian
dalam perkawinan bagi anak perempuan, ataupun menyangkut masalah
kewarisan serta kemahraman.’

Dalam hubungannya dengan masalah kewarisan, kedudukan anak
angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya sampai saat ini masih
terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak angkat untuk menjadi ahli
waris dan besarnya bagian warisan yang diperoleh anak angkat. Di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 832, Bab XII tentang pewarisan
karena kematian menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak

untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar

* Ali Hasan, Masail Fighiyah Al-Haditsah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 108.

* Al-Maidah (5): 32.

® Ali Hasan, Masail Fighiyah Al-Haditsah, him. 103.



kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan
tertera dibawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang
hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan
orang yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan
melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk
itu.” Berdasar bunyi pasal 832, Bab XII KUHPerdata tersebut diatas,
mengandung pengertian bahwa anak angkat tidak berhak untuk menjadi ahli
waris.

Begitu juga dengan KHI, pengertian anak angkat yang terdapat pada
KHI bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.®
Maka keberadaan anak angkat dalam keluarga yang mengangkat hanya terbatas
pada pemeliharaan hidup dengan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan
sehari-hari saja, bukan termasuk di dalamnya hal kewarisan.

Berdasarkan hukum Islam anak angkat tidak memperoleh harta
warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya berhak atas harta warisan
orang tua kandung. Namun, dalam KHI disebutkan bahwa terhadap anak
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.’ Tetapi dalam hukum adat

7 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006),
him. 221.

8 KHI Pasal 171 huruf h.

? KHI Pasal 209 ayat (2).



khususnya di Jawa, pada umumnya anak angkat memperoleh dua sumber,
sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi
ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya.

Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam
sistem hukum waris mengenai status anak angkat terhadap kewarisan, kondisi
tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut.
_Terlebih didukung dengan adanya perkara dari permasalahan tersebut yaitu
sengketa kewarisan yang dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua
angkatnya di Pengadilan Negeri dan berkelanjutan di Pengadilan Tinggi
Yogyakarta. Kasus ini berawal ketika seorang pewaris meninggalkan seorang
isteri dan dua anak angkat, satu anak angkat berjenis kelamin perempuan
sedangkan yang satunya berjenis kelamin laki-laki.

Permasalahan muncul ketika dilakukan pembagian harta warisan
berupa tanah dan bangunan kepada para ahli waris. Harta warisan tersebut
hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk isteri dan satu
bagian lagi untuk anak angkat perempuan sedangkan anak angkat laki-laki
tidak dapat bagian sedikitpun. Maka dari itu anak angkat laki-laki mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta guna memperoleh pembagian harta
warisan yang seadil-adilnya.

Dalam putusannya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa
anak angkat laki-laki/Penggugat sebagai salah satu ahli waris sehingga
mendapatkan sebagian harta warisan orang tua angkatnya, akan tetapi ketika

diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, anak angkat laki-laki



tersebut tidak diberi hak/bagian untuk mendapat sebagian harta warisan dari
orang tua angkatnya. Sedangkan dari kedua Pengadilan tersebut menggunakan
dasar hukum yang sama, yaitu menggunakan hukum Adat. Untuk itu menarik
bagi penyusun untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut
serta pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Pengadilan Negeri
Yogyakarta dalam memutuskan anak angkat mendapat warisan, demikian
halnya pertimbangan hukum apa yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi
Yogyakarta yang tidak memberikan warisan kepada anak angkat.

Hal ini penyusun memilih penelitian di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan alasan karena masyarakat Yogyakarta
termasuk daerah yang berpenduduk mayoritas Islam dan sangat kental dengan
kebudayaan Jawa, yang dimungkinkan pengaruh hukum antara Islam dan
hukum Adat akan sama-sama dominan. Penelitian ini diharapkan dapat
mengetahui gambaran secara umum tentang bagaimana proses pelaksanaan
sengketa waris anak angkat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta beserta penyelesaiannya.

. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang
menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

menyelesaikan perkara No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan perkara No:

77/Pdt/2002/PTY tentang sengketa kewarisan anak angkat?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris
anak angkat dalam perkara perdata No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk dan perkara
No: 77/Pdt/2002/PTY di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan

Tinggi Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

a. Untuk menjelaskan bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi Yogyakarta menyelesaikan Perkara No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk
dan Perkara No: 77/Pdt/2002/PTY tentang sengketa kewarisan anak
angkat serta untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Majelis
Hakim dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
dalam menyelesaikan sengketa kewarisan anak angkat.

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
penyelesaian sengketa waris anak angkat di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi
bagi Pengadilan Negeri dan siapa saja yang ingin mengetahui dan
mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan
anak angkat.

b. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan

pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian sengketa kewarisan anak

angkat.



D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran data yang penyusun lakukan, beberapa penelitian
yang membahas tentang anak angkat atau pengangkatan anak ini telah cukup
banyak diteliti. Akan tetapi, sepengetahuan penyusun belum ada yang
menyinggung tentang bagaimana pelaksanaan sengketa kewarisan yang
dilakukan oleh anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya di
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Marfu’ah tentang “Kedudukan Anak
Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI)”.'" Penelitian tersebut berupa penelitian pustaka, yang
hanya membahas kedudukan anak angkat terhadap harta warisan khususnya
Adat Jawa dengan memperbandingkan konsep kedudukan anak angkat
menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga mendapatkan kesimpulan tentang
perbedaan dan kesamaan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta
warisan menurut sistem hukum waris Adat Jawa dengan sistem hukum waris
Islam.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun, penelitian yang
secara langsung mengupas suatu kasus yang benar-benar muncul di suatu
masyarakat yaitu sengketa kewarisan yang dilakukan oleh anak angkat
terhadap harta warisan orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disini akan dijelaskan mengenai gambaran

' Marfu’ah, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat
Jawa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2004.



secara umum proses pelaksanaan dan penyelesaian sengketa kewarisan anak
angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Selain penelitian di atas, pembahasan tentang anak angkat juga banyak
ditulis dan dipaparkan oleh berbagai kalangan dengan sudut pandang serta
karakter penulisan yang berbeda, di antaranya buku yang ditulis oleh Dr.
Eman Suparman berbicara tentang Hukum Waris Indonesia dalam perspektif
Islam, Adat, dan BW disebutkan dalam pembahasannya mengenai tiga macam
sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum waris
Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (BW). Dalam buku tersebut juga
menjelaskan tentang kedudukan anak angkat terhadap kewarisan, menurut
Hukum Waris Adat khususnya di Jawa pada dasarnya anak angkat
memperoleh dua sumber, sebab di samping sebagai ahli waris orang tua
kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua
angkatnya.!

Adapun buku yang menjelaskan tentang pengangkatan anak di
antaranya yaitu buku karya R. Soeroso S.H., Perbandingan Hukum Perdata,
dalam pembahasannya di samping menjelaskan suatu perbandingan antara
Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam juga menyebutkan tentang
perbandingan sistem pengangkatan anak menurut ketiga sistem hukum yang

berlaku tersebut.'?

' Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), him. 77.

12 R Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, him. 174.
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Ali Hasan dalam bukunya Masail Fighiyah Al-Haditsah menyatakan
sistem pengangkatan anak hanya dititikberatkan sebatas rasa kemanusiaan
tidak sampai menghilangkan nasab anak tersebut, bila hal ini dikaitkan dengan
perwalian dalam perkawinan dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan
orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkatnya. Kendati bapak angkat
bermurah hati memberikan sesuatu (harta) kepada anak angkatnya, maka
pemberian itu tidak atas nama warisan tetapi dapat berbentuk hibah atau
wasiat asal saja wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta.'* Oleh karena itu
dalam Islam tidak mengenal adanya anak angkat sebagai ahli waris dari orang
tua angkatnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal
832, Bab XII tentang pewarisan karena kematian yang berhak untuk menjadi
ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si
suami atau istri yang hidup terlama, Dalam hal bilamana baik keluarga
sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka
segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana
berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan
mencukupi untuk itu.'*

Dari beberapa uraian di atas tampak sekali bahwa kedudukan anak
angkat terhadap kewarisan menimbulkan banyak persoalan yang sudah
menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak, khususnya bagi lembaga

peradilan yang menangani perkara tersebut. Disinilah letak signifikansi

1> Ali Hasan, Masail Fighiyah Al-Haditsah, him. 106.

' Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 221.
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penelitian dalam skripsi ini di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta dalam menangani sengketa kewarisan anak angkat sebagai upaya
untuk menambah informasi yang dapat bermanfaat dalam penelitian

selanjutnya.

. Kerangka Teoretik

Hukum waris ‘yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat
pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia
berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu
terbukti dengan masih diberlakukannya Hukum Waris Adat, Hukum Waris
Islam, dan Hukum Waris BW secara bersama-sama, berdampingan mengatur
hal kewarisan para subyek hukum pada masing-masing sistem hukum tersebut.

Mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta
warisan anak angkat ini, Hukum Adat berbeda dengan Hukum Islam dan
Hukum Perdata (BW). Menurut Hukum Adat di Jawa pada umumnya anak
angkat memperoleh dua sumber, sebab di samping sebagai ahli waris orang
tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini dari orang tua
angkatnya.'’

Dalam Hukum Waris BW sebagaimana bunyi pasal 832 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Bab XII tentang pewarisan karena
kematian, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah
baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama,

sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya anak angkat

1> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, him. 77.
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tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya
berhak atas harta warisan orang tua kandung. Akan tetapi terhadap anak
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketiga sumber Hukum Waris yang berlaku tersebut mengenai
kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya
mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai
argumen-argumen tersendiri. Sehingga suatu lembaga peradilan sebagai
perwujudan dalam pelaksanaan Hukum Waris ini diperlukan pertimbangan
hukum oleh para hakim dengan melihat sosial, budaya, agama, adat-istiadat
serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat
tersebut.'®

Pengadilan Negeri di dalam menyelesaikan sengketa keperdataan
umumnya dan sengketa kewarisan pada khususnya didasarkan pada hukum
Perdata dan hukum Adat, sebagai dasar dalam pertimbangan hukum oleh
hakim yang menyelesaikan kasus tersebut. Majelis Hakim dalam
menyelesaikan perkara yang diajukan hanya berdasarkan pada bukti-bukti
yang muncul dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1866 Buku IV tentang
pembuktian dan daluwarsa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
disebutkan terdapat lima alat bukti, yaitu:

1. Bukti Tertulis

2. Bukti dengan saksi-saksi

'8 Ibid, him. 8.
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3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah'’

Di samping menggunakan kelima alat bukti yang muncul dalam
persidangan tersebut diperlukan juga teori tentang keadilan hukum atau nilai-
nilai hukum yang terkandung dalam sistem hukum Adat setempat serta KHI.
Teori tersebut dapat digali dari segala aktifitas kehidupan masyarakat Jawa
umumnya dan pada masyarakat Yogyakarta khususnya, yang membentuk
suatu norma hukum serta berkaitan dengan keberadaan KHI yang ikut
mengatur kehidupan masyarakat pada umumnya. Dalam kaidah Usul Figh
dikenal dengan istilah ‘Urf, secara bahasa berarti mengetahui, kemudian
dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima

oleh pikiran yang sehat. Menurut para ahli Figh yang dimaksud ‘Urf ialah :
1852l UA&QJ&JSJ‘MJ‘JJSLP@: ‘JJLm_’uaLm‘U'IJMLA

‘Urf yang sahih dapat dijadikan dasar pertimbangan para mujtahid
maupun para hakim untuk penetapan hukum atau keputusan, dengan ketentuan
apa yang telah berlaku pada masyarakat dapat diterima dan tidak bertentangan

dengan syara’. Sebaliknya ‘Urf yang fasid tidak dapat diterima, hal ini sudah

'7 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, him. 475.

'8 Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, Pengantar llmu Figh-Ushiil Figh,
(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), him. 118.
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jelas karena bertentangan dengan syara’ baik nas maupun ketentuan umum
dari nas."
Dalam Hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Asas
keadilan dan keseimbangan ini mengandung arti bahwa harus senantiasa
terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh di dalam
KHI, diatur bahwasanya anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari
orang tua angkatnya, anak angkat hanya berhak atas harta warisan orang tua
kandung. Akan tetapi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.”’ Keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan nilai
yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan
stabilitas hidup manusia dalam masyarakat.

Adapun prinsip keadilan yang dapat ditemukan dalam al-Qur’an, di
antaranya yaitu tentang keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam

kehidupan masyarakat, dalam firman Allah swt:
oo o8 (It pSia ¥ g aniily el b (el 5815355 ) yial 80 gy
210y shend Lag 3 ) o) 1 50 )i o a1 o | laasy)
Pada prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat, sudah sewajarnya

manusia dituntut untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan antar

sesama, sehingga akan tercipta suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban

Ibid , him. 120.
20 KHI Pasal 209 ayat (2).

21 Al-Maidah (5): 8.
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di dalamnya. Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan
sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keseimbangan dalam
hidup bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan
perbuatan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan,
keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam

masyarakat itu terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian
Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa
metode yang secara rinci dipaparkan di bawabh ini:
1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang diperkuat dengan
wawancara, adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah perkara
No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk di Pengadilan Negeri dan perkara No:
77/Pdt/2002/PTY di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang sengketa
kewarisan anak angkat.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik. Dengan sifat Deskriptif-
Analitik dimaksudkan bahwa data mengenai proses sengketa kewarisan
anak angkat disajikan apa adanya untuk kemudian dianalisis guna
menemukan gambaran yang esensial mengenai karakteristik perkara waris

tersebut.
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3. Sumber Data.
Sumber data diambil dari:
a. Sumber data primer, yang berupa dua putusan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
b. Sumber data sekunder, diambil dari pustaka umum dan agama.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui usaha-
usaha sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur
dipaparkan dan dikaji untuk memperoleh kejelasan seputar masalah
yang diteliti sedang data yang didapat adalah bahan hukum yang
bersifat mengikat yang terdiri dari  putusan = Nomor:
66/PDT.G/2001/PN.YK dan putusan Nomor: 77/PDT/2002/PTY (data
primer), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang
mengandung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti
buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya
yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya-jawab yang dilakukan
secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini
penyusun melakukan tanya jawab secara langsung dengan Hakim
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap sengketa kewarisan anak
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angkat dan bagaimana para hakim di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyelesaikan perkara yang diajukan
tersebut.

5. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan
dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan yang
timbul dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang
berlaku mengenai permasalahan kewarisan.

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah
pada persoalan sehingga diperoleh kesimpulan ditetapkannya sesuatu
berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan Hadis, kaidah Ushul Figh
serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang diteliti.

6. Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini kemudian
diolah/dianalisis untuk diperiksa kembali validitas datanya dengan
menggunakan dua metode sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat
kongkrit, dalam hal ini bertitik tolak dari putusan Pengadilan Negeri
dan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kemudian ditarik

generalisasi yang bersifat umum.
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b. Deduktif, yaitu metode yang menganalisis data-data yang bersifat
umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam
penelitian ini ketentuan hukum kewarisan dibuat pedoman untuk

melihat sengketa kewarisan anak angkat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan laporan hasil penelitian dalam
skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang kesemuanya
terdiri dari lima bab.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang
munculnya permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam penyusunan
skripsi ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari
masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang
berisi data-data yang diperlukan dalam penelitian dan buku yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan diteliti, kerangka teoretik yang berupa
kerangka dasar dari obyek yang akan dibahas, metode penelitian yaitu
langkah-langkah yang dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa
data dalam penyusunan skripsi ini, dan sistematika pembahasan. Urgensi
penyajian dalam bab ini adalah sebagai pengantar untuk memasuki
pembahasan masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang gambaran secara umum masalah
kewarisan, sistem pengangkatan anak angkat dan kedudukan anak angkat
terhadap harta warisan. Pada pembahasan ini diuraikan secara berurutan,

tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam perspektif
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hukum Adat, hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan
ini penting dibahas dalam bab ini untuk memberikan gambaran mengenai
kedudukan anak angkat itu sendiri dan berbagai permasalahan fikih yang
mungkin timbul dalam kewarisan anak angkat.

Bab ketiga, berisi tentang sengketa kewarisan anak angkat beserta
penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
yang terdiri dari tiga sub bab di antaranya yaitu, kompetensi absolut
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili
perkara sengketa kewarisan anak angkat, kemudian penyelesaian sengketa
kewarisan anak angkat yaitu Putusan No: 66/Pdt.G/2001/PN.Yk oleh
Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pembahasan dilanjutkan dengan
penyelesaian perkara sengketa waris anak angkat yang diajukan di Pengadilan
Tinggi Yogyakarta yaitu Putusan No: 77/Pdt/2002/PTY.

Bab keempat, memuat analisis terhadap pokok permasalahan, yang
terdiri dari analisis terhadap penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat
oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kemudian
dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa
kewarisan anak angkat oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan sebagai
jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-
saran dari penyusun yang sekiranya dapat memberikan sumbangan yang

membangun dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan dalam bab-bab dimuka, maka penyusun

dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pada dasarnya dalam sengketa kewarisan anak angkat ini memunculkan
dua putusan yang berbeda antara Putusan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Pengadilan Negeri  Yogyakarta menjatuhkan putusan  akhir
No.66/Pdt.G/2001/PN.Yk menyimpulkan bahwa:

a. Anak angkat yang sah berhak mewarisi harta peninggalan orang
tua angkatnya.

b. Terbukanya kewarisan ketika terjadinya pembagian tanah dan
bangunan oleh Ny Kasmodimedjo (Tergugat I) dengan alasan jual
beli kepada anak angkatnya (Tergugat II).

c. Bagian untuk masing-masing ahli waris adalah sepertiga bagian,
dengan rincian: sepertiga bagian untuk isteri (Tergugat 1), sepertiga
bagian untuk Tergugat II dan sepertiga bagian lagi untuk
Penggugat.

Sedangkan  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta dalam  Putusan

No.77/PDT/2002/PTY menyimpulkan bahwa:

106
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a. Anak angkat yang sah berhak mewarisi harta peninggalan orang
tua angkatnya.

b. Pembagian harta warisan bisa dilakukan manakala janda dari
almarhum Kasmodimedjo sudah meninggal.

c. Bagian ahli waris (Penggugat dan Tergugat II) adalah masing-
masing mendapat setengah bagian, pembagian warisan ini
dilakukan jika Tergugat I setelah meninggal dunia.

2. Perbedaan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim menurut
hukum Islam adalah termasuk dalam ‘urf sahih yaitu segala sesuatu yang
sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara’,
serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan
kewajiban. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dengan dan
menghindari kemadaratan manusia yang bersifat sangat luas. Ditinjau dari
segi hukum Islam sengketa kewarisan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

a. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua
angkatnya, artinya bukan sebagai ahli waris.

b. Pembagian warisan dilakukan setelah pewaris (almarhum
Kasmodimedjo) meninggal dunia, dengan meninggalkan dua orang
ahli waris yaitu isteri pewaris dan ahli waris pengganti saudari
sekandung yaitu Penggugat dan saudara-saudaranya.

c. Bagian ahli waris (isteri/Tergugat I) sesuai dengan ketentuan dalam
al-Qur’an bahwa bagian isteri yang tidak mempunyai keturunan

adalah % bagian dan bagian Penggugat dan saudara-saudaranya
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sebagai ahli waris pengganti ibunya mendapatkan 2 bagian setelah
harta peninggalan tersebut dikeluarkan dari adanya wasiat wajibah.
Adapun mengenai bagian untuk anak angkat yaitu Tergugat II,
berdasarkan hukum Islam diatur bahwa bagian untuk anak angkat
tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari harta peninggalan orang

tua angkatnya, sesuai ketentuan KHI dalam Pasal 209 ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-

saran antara lain :

1.

Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam menangani dan memutus satu
perkara, untuk lebih teliti dalam melihat fakta yang berkaitan erat dengan
proses penyelesaian perkara yang ditangani.

Semasa pewaris masih hidup, hendaknya melakukan penunjukan atau
memberikan pesan/wasiat baik tertulis maupun tidak tertulis kepada calon
ahli waris, hal ini setidaknya dapat meminimalisir tingkat konflik ketika

dalam pembagian harta warisan.

. Kesadaran masing-masing pihak terkait (orang tua angkat, anak angkat

dan saudara angkat jika ada) dalam pembagian warisan untuk saling
mengerti dan memahami satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan rasa
keadilan di dalam lingkup keluarga.

Melihat hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini

masih bersifat pluralistik, akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah
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warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman, untuk itu sangat
diperlukan adanya usaha penyusunan Hukum Waris Nasional yang
hendaknya dilakukan secara hati-hati mengingat memang erat sekali
hubungannya dengan agama dan kebudayaan supaya tidak menimbulkan

keresahan dalam masyarakat.
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